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A. Latar Belakang 
Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah 
pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta 
dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku pembangunan 
nasional. Bagi bangsa Indonesia, perencanaan pembangunan memiliki itu tujuan 
yang sangat strategis dan vital yaitu untuk menentukan arah perjalanan kehidupan 
bangsa ke depan (RPJMN 2010-2014: Bab XI).  
Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir yang 
merupakan proses transformasi yang membawa perubahan dalam alokasi sumber-
sumber ekonomi, distribusi manfaat dan akumulasi yang membawa peningkatan 
produksi, pendapatan dan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan 
pembangunan nasional yang ada di Indonesia agar tepat sasaran, maka 
pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dan pembangunan nasional 
diarahkan untuk pengembangan daerah. Garis Besar Haluan Negara menetapkan 
bahwa pembangunan tidak hanya untuk mencapai  kemakmuran lahiriah ataupun 
kepuasan batiniah, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena 
itu, wilayah harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam 





memerlukan suatu perencanaan yang strategis dan didukung oleh ketersediaan 
dana serta partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan untuk 
meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. 
Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU 
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai 
kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan 
penyelenggaran pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 
daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah 
diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak 
hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung 
pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara 
optimal. 
Menurut (Budiharsono, 1989) ada dua pendekatan dalam pembangunan 
suatu wilayah, yaitu pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral 
dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang dikembangkan 
untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional. Pertanyaan selanjutnya 
adalah berapa banyak yang harus diproduksi, dengan cara atau teknologi apa, dan 
kapan produksi dimulai. Kemudian dilanjuti dengan pertanyaan susulan yaitu 
dimana aktivitas tiap sektor akan dilaksanakan, dan diikuti oleh kebijakan apa, 





Berbeda dengan pendekatan sektoral, pada pendekatan regional lebih 
menitikberatkan pada pertanyaan daerah mana yang perlu mendapat prioritas 
untuk dikembangkan. Kemudian sektor apa yang sesuai dikembangkan di masing-
masing daerah. Indonesia memerlukan gabungan kedua pendekatan tersebut. Hal 
ini penting tidak hanya dari segi konsep, namun juga dari segi pelaksanaan, 
khususnya yang menyangkut koordinasi pembangunan di daerah. Pada umumnya 
pembangunan nasional di negara-negara berkembang difokuskan pada 
pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain 
diukur dengan besaran yang disebut produk domestik bruto (PDB) pada tingkat 
nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk daerah, baik untuk 
Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. 
Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah 
adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-potensi 
pembangunan (Tjokroaminoto 1995:74). Berdasarkan potensi sumber daya alam 
yang kita miliki, maka adanya sektor potensial di suatu daerah harus 
dikembangkan dengan seoptimal mungkin.(Lincolin Arsyad 1999:165) 
Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi 
masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas 
pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-





optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan 
ekonomi daerah yang bersangkutan. 
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai 
untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam 
sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan 
ekonomi. Menurut Sukirno (1994:10), pertumbuhan ekonomi berarti 
perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 
yang diproduksikan bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB 
tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 
pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur 
ekonomi. 
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi 
Jawa Tengah, dimana dalam pembangunannya merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pembangunan nasional namun disesuaikan dengan potensi dari 
pembangunan di daerahnya. Kabupaten Sragen yang merupakan bagian dari 
kawasan ekonomi Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 
Karanganyar, Sragen dan Klaten) memiliki kondisi geografi yang cukup strategis 






Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen Tahun 
2004-2008 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 




2004 2005 2006 2007 2008 
Pertanian 803.046.990 837.968.060 863.187.150 897.211.120 928.234.660 
Pertambangan dan Penggalian 6.451.750 7.008.180 7.164.460 7.708.150 8.129.570 
Industri Pengolahan 473.230.430 500.203.780 532.376.560 568.751.310 607.878.470 
Listrik, Gas dan Air Bersih 24.881.410 26.541.680 28.664.880 30.604.210 32.771.110 
Bangunan/Konstruksi 96.456.460 101.376.400 107.818.530 114.952.290 122.801.110 
Perdagangan 396.526.230 417.946.950 442.697.670 469.628.610 499.984.780 
Pengangkutan dan Komunikasi 74.008.540 76.267.060 80.022.120 84.395.850 89.570.450 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 86.288.890 90.321.840 96.199.040 102.729.880 109.230.850 
Jasa-Jasa 247.403.700 264.605.480 284.440.020 306.511.060 330.849.330 
PDRB 2.208.294.400 2.322.239.430 2.442.570.430 2.582.492.480 2.729.450.330 
Sumber: BPS Kabupaten Sragen Tahun 2009 
Tahun 2004 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sragen 
mencapai Rp 2.208.294.400,- tahun 2005 meningkat Rp 2.322.239.430,- Hal 
tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan di Kabupaten Sragen mengalami 
kemajuan dan peningkatan dapat dilihat tahun berikutnya hingga tahun 2008 
mencapai Rp 2.729.450.330,- Dari tabel 1.1, dapat dilihat juga bahwa di 
Kabupaten Sragen tingkat kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga konstan 
yang paling tinggi adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor 






Memandang beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maka perlu  
diadakan serta identifikasi dan analisis menganai kondisi serta potensi sektor 
ekonomi menurut sektor/lapangan usaha di Kabupaten Sragen. Oleh karena itu 
pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan 
seluruh sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-
sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian 
daerah dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral, ekonomi sektor unggulan 
dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya 
kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi 
prioritas utama untuk dikembangkan. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sektor  manakah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten 
Sragen Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008?  
2. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman/tantangan pada sektor potensial yang ada, strategi 







C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang 
akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengentahui sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan 
di Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008. 
2. Untuk mengetahui strategi kebijakan sektoral apa sajakah yang 
dapat dirumuskan dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman/tantangan sektor potensial yang ada. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat 
menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Ekonomi 
Regional terutama mengenai perencanaan pembangunan daerah 
yang merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah di 
daerah serta peningkatan pembangunan daerah yang dapat 
meningkatkan kemajuan daerah terutama kemajuan di kabupaten 
yang ada di Propinsi Jawa Tengah. 
2. Bagi peneliti, merupakan suatu penerapan terhadap pemahaman 





menambah wawasan khususnya mengenai perencanaan 
pembangunan daerah terutama di Kabupaten Sragen. 
3. Bagi pemerintah daerah serta instansi-instansi yang terkait, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan, 
dan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan, 
pembangunan wilayah kabupaten (khususnya kabupaten 
tertinggal) dan pengambilan keputusan dalam kebijakan 
pembangunan daerah oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 
berkaitan dengan kemajuan pembangunan daerah melalui 








A. Konsep Pembangunan Ekonomi 
Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam 
penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan 
pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang 
disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad 1999: 6). Berdasarkan atas 
definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu 
proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan 
memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan 
itu di diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk 
jangka panjang. 
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi 
terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat 
dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi 
bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi 
berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting 
yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal 
dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti 





Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang 
mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi 
maupun non ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal dan 
pasti ada menurut Todaro (1983:1280) dalam Suryana (2000:6) adalah: 
1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau 
pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti 
perumahan, kesehatan dan lingkungan. 
2. Mengangkat taraf hidup temasuk menambah dan mempertinggi 
pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih 
baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya 
manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan 
harga diri baik individu maupun nasional. 
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua 
individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap 
budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain 
dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan 
penderitaan. 
Ada empat model pembangunan (Suryana, 2000:63) yaitu model 
pembangunan ekonomi yang beorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan 





pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, 
semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan 
jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan 
tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian 
sampai batas maksimal. 
 
B. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 
Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan 
mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam 
jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut 
sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono 1999:2). Menurut Schumpeter dan 
Hicks dalam Jhingan (2002:4), ada perbedaan dalam istilah perkembangan 
ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan 
perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa 
mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan 
pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan 
mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hicks 
mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-






Sedangkan menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003:57), pertumbuhan 
ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) 
untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada 
penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan 
penyesuaian kelembagaan dan ideologis yangdiperlukannya. Atas sudut pandang 
tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan 
dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu 
tahun tertentu (PDRBt) dengan sebelumnya (PDRBt – 1). 
 
C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2002:3) adalah jumlah 
nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah 
atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh 
unit ekonomi di suatu wilayah. Untuk menghitung PDRB yang ditimbulkan dari 
satu daerah ada empat pendekatan yang digunakan (BPS 2002:5-6) yaitu : 
1. Pendekatan Produksi, yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai 
tambah di suatu wilayah dengan melihat seluruh produksi netto 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian 





2. Pendekatan Pendapatan, adalah pendekatan yang dilakukan dengan 
menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, 
meliputi: 
a. Upah/gaji (balas jasa faktor produksi tenaga kerja) 
b. Sewa tanah (balas jasa faktor produksi tanah) 
c. Bunga modal (balas jasa faktor produksi modal) 
d. Keuntungan (balas jasa faktor produksi wiraswasta/skill) 
3.  Pendekatan Pengeluaran, adalah model pendekatan dengan cara 
menjumlahkan nilai permintaan akhir dari seluruh barang dan jasa, 
yaitu: 
a. Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga 
swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) dan pemerintah. 
b. Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal 
tetap bruto. 
c. Barang dan jasa yang digunakan sebagai stok dan ekspor 
netto. 
4.  Metode Alokasi, model pendekatan ini digunakan karena kadang-
kadang dengan data yang tersedia tidak memungkinkan untuk 
mengadakan penghitungan Pendapatan Regional dengan 
menggunakan metode langsung seperti tiga cara di atas, sehingga 





Sebagai contoh, bila suatu unit produksi mempunyai kantor pusat dan 
kantor cabang. Kantor pusat berada di wilayah lain sedangkan kantor cabang tidak 
mengetahui nilai tambah yang diperoleh karena perhitungan rugi-laba dilakukan di 
kantor pusat. Untuk mengatasi hal itu penghitungan nilai tambahnya terpaksa 
dilakukan dengan metode alokasi, yaitu dengan mengalokasikan angka-angka oleh 
kantor pusat dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menunjukkan 
seberapa besarnya peranan suatu kantor cabang terhadap kantor pusat. 
Sedangkan cara penyajian PDRB dilakukan sebagai berikut: 
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yaitu semua agregat pendapatan 
dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, 
baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada 
penilaian komponen nilai PDRB. 
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu semua agregat pendapatan 
dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat 
pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan 
produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. 
Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan untuk penelitian pertumbuhan 








D. Pembangunan Daerah 
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah 
daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan 
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta 
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 
kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Apabila perkembangan kegiatan 
ekonomi dalam wilayah tersebut mengalami peningkatan maka akan terjadi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat (Anonim
b
, 2008). 
Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki suatu daerah maka strategi pengembangan potensi yang 
ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi 
pemerinatah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha di 
daerah yang bersangkutan (Suparmoko, 2002). 
Pembangunan daerah merupakan upaya mencapai sasaran nasional di 
daerah sesuai dengan potensi, aspirasi dan prioritas masyarakat daerah. 
Selanjutnya, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional yang diarahkan pada peningkatan perkembangan sektor pertanian dan 
sektor industri. Peningkatan itu disertai dengan peningkatan penguasaan dan 
kualitas teknologi, agar dapat memberikan sumbangan yang optimal kepada 





Masing-masing daerah memiliki variasi yang berbeda-beda dalam potensi 
sumber daya alam yang dimilikinya, sumber daya manusia, perkembangan 
ekonomi, kesempatan kerja, fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial, dan lainnya. 
Adanya perbedaan variasi potensi tersebut dapat menjadikan suatu daerah 
mengalami perkembangan (Adisasmita, 2006). 
 
E.  Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah 
Saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan pembangunan 
ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang 
secara parsial dapat membantu bagaimana memahami arti penting pembangunan 
ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua 
hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang  metode dalam menganalisis 
perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor 
yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad 1999:114). 
Terdapat teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi daerah dalam Arsyad 
(1999) sebagai berikut : 
a.    Teori Ekonomi Neo Klasik  
Peranan teori ekonomi neo klasik tidak terlalu besar dalam 
menganalsis pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak 
memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini 





yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. 
Artinya, sistemperekonomian akan mencapai keseimbangan 
alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). 
Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah 
tinggi menuju kedaerah yang berupah rendah. 
b.  Teori Basis Ekonomi (Economy Base Theory) 
Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penetu utama 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung 
dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. 
Perumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, 
termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan 
menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job 
creation). 
Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada 
teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada 
dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun 
internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan 
hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi 
ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut. 
Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada 





menyebabkan ketergantungan yang sangat tingi terhadap kekuatan-
kekuatan pasar secara nasional maupun global. Nmaun demikian, 
model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara 
jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk 
mengembangkan stabilitas ekonomi. 
c.    Teori Lokasi  
Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu : lokasi, likasi dan lokasi. 
Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan 
pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk 
meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang 
memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model 
pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik 
adalah biaya yang termurah anatar bahan baku dengan pasar. 
Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas atau 
suitabilitas suatu lokasi misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, 
ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan 
latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya 
dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan 
kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. 





biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-
perusahaan industri. 
Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa 
teknologi dan komunikasi modern terlah mengubah signifikasi suatu 
lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang. 
d.    Teori Tempat Sentral 
Teori tempat sentral (central place theory) menganggap bahwa ada 
hirarki tempat (hierarchy of places). Setiap tempat sentral didukung 
oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber 
daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan 
suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daearh 
yang mendukungnya. 
Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi 
daerah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Misalnya 
perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang 
bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjaadi wilayah 
penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daearh pemukiman. 
Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu 







e.    Teori Kausasi Kumulatif 
Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan 
konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (cumulative causation) ini. 
Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan 
antara daerah-daearah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah 
yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding 
daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal (1957) sebagai 
back-wash effects. 
f.     Model Daya Tarik 
Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang 
paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang 
mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki 
posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi 
insentif. 
Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu  
daerah penting sekali kegunaanya sebagai sarana mengumpulkan data tentang 
perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya. 
Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman 
untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat 





perekonomian suatu daerah sangat sulit (Arsyad 1999:114). Beberapa faktor yang 
sering menjadi penghambat dalam melakukan analisis perekonomian diantaranya: 
a. Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan 
berdasarkan pengertian daerah nodal (berdasarkan fungsinya). 
b. Data yang dibutuhkan umumnya tidak sesuai dengan data yang 
dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul 
biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis 
perekonomian secara nasional. 
c. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan sebab 
perekonomian daerah lebih terbuka jika dibandingkan dengan 
perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang 
aliranaliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh. 
d. Bagi Negara Sedang Berkembang, disamping kekurangan data 
sebagai kenyataan yang umum, data yang terbatas itu pun banyak 
yang kurang akurat dan terkadang relatif sulit dipercaya, sehingga 
menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai 
tentang keadaan perekonomian yang sebenarnya di suatu daerah. 
 
F. Otonomi Daerah 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 





ditetapkannya Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah dan Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah 
mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan. 
Sejalan dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut maka sudah 
menjadi kewajiban pemerintah  daerah untuk menangani potensi wilayah yang 
berada dalam ruang lingkup pemerintahannya (Anonim
c
, 2004). 
Tujuan umum otonomi daerah adalah untuk menghilangkan berbagai 
perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi daerah dan meningkatkan demokratisasi di seluruh strata masyarakat di 
daerah. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah penyerahan wewenang segala 
urusan pemerintah ke kabupaten, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten dapat 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (lebih lancar, lebih mudah, dan lebih 
cepat). Sehingga hanya masyarakat sendiri yang dapat menilai berhasil tidaknya 
otonomi daerah di suatu daerah (Mubyarto, 2001) 
Pelaksanaan otonomi daerah menuntut tiap daerah agar bisa melaksanakan 
optimalisasi semua sumber dayanya. Oleh karena itu, tiap daerah harus bisa cermat 
dalam memberdayakan potensi alam daerah setempat supaya lebih berdaya guna 
dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Daerah 





perlu melakukan antisipasi dengan menentukan sektor apa  yang menjadi basis 
ekonomi dan kemungkinan bisa dikembangkan pada masa yang akan datang 
(Suyatno, 2000). 
Searah dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Propinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan berperan aktif dalam upaya 
meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut dengan 
memperhatikan beberapa apa azas berikut ini : (1) mengembangkan keunggulan 
komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi 
sumber daya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial 
dan budaya setempat, (2) menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti 
menyelaraskan kebijakan ketahanan pangan nasional, (3) mendorong terjadinya 
perdagangan antar daerah, (4) mendorong terciptanya mekanisme pasar yang 
berkeadilan (Sudaryanto dan Erizal, 2002). 
Dalam konteks nasional, krisis pangan bisa dijadikan langkah awal untuk 
membangkitkan pertanian yang sejak tahun 1980-an terpinggirkan dalam 
perpolitikan dan kebijakan nasional. Saatnya untuk mewujudkan kebijakan yang 
berpihak dan menggairahkan petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani 
dan kesejahteraan keluarganya. Pelaksanaan otonomi daerah yang secara teori 
sangat berpotensi memberdayakan inisiatif lokal mestinya lebih berpihak pada 
petani dan warga pedesaan sehingga program-program pendukung kebangkitan 





terbukti memberikan lapangan kerja, menghasilkan pangan, mendatangkan devisa 
serta menjaga kelestarian lingkungan; perlu mendapat perhatian yang layak dan 
konsisten. Perubahan mindset perencana dan penentu kebijakan di pusat dan 
daerah menjadi kebutuhan mendesak. Kini saatnya untuk membuktikan bahwa 
otonomi daerah memang berpihak pada klien-masyarakat lokal, berfungsi-guna 
dan efektif mendukung pembangunan pertanian dan mampu mewujudkan 
ketahanan pangan nasional (Soenarto, 2001). 
 
G. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah 
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai 
perencanaan untuk memperbaiki perencanaan untuk memperbaiki pemggunaan 
sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk 
memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-
sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. 
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang 
perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor 
swasta, petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi –organisasi 
social harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan 
pembangunan ekonomi daerah. Suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai 
suatu unit ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur 





H. Kebijakan Optimal Prioritas Sektoral. 
Arsyad (1999:108), berpendapat bahwa masalah pokok dalam 
pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan 
pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan 
(endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, 
kelembagaan dan sumber-sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini 
mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah 
tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru 
dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah 
daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumber 
daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang 
diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan 
mengembangkan basis ekonomi sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. 
Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam 
menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. 
 
I. Analisis LQ dan SWOT 
Ada beberapa keunggulan dari Metode LQ antara lain : (a) metode LQ 
memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung, (b) metode LQ 
sederhana dan tak mahal serta dapat diterapkan pada data historis untuk 





permintaan disetiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa dan bahwa 
produktifitas tiap pekerja dalam industry-industri nasional (Bappenas, 2007). 
Mengatasi kelemahan LQ sehingga dapat diketahui reposisi atau perubahan 
sektoral digunakan varians dari LQ yang disebut Dynamic Location Quotient 
(DLQ) yaitu dengan mengintroduksikan laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa 
setiap nilai tambah sektoral ataupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan 
per tahun sendiri 2 kali selama kurun waktu tahun awal dan tahun berjarak 
(Suyatno, 2000). 
Sebagai indikator analisis evaluasi, metode klarifikasi dan validasi dari 
perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tuntutan kerangka acuan kerja 
digunakan analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu metode untuk menggali 
aspek-aspek kondisi sektoral yang terdapat di suatu kawasan yang direncanakan 
untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam 
pengembangan sektoral tersebut. Istilah SWOT itu sendiri merupakan pendekatan 
dari variabel-variabel penilaian sebagaimana telah diuraikan (dalam penegasan 
istilah metodelogi penelitian). 
 
J. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti 
terdahulu, antara lain dari peneliti Lilis Siti Badriyah (2003) yang berjudul 





kesimpulan bahwa perubahan struktur ekonomi yang mengarah ada transformasi 
industri telah memberikan dampak yang menentukan dalam keterkaitan ke 
belakang (backward linkage) maupun keterkaitan ke depan (forward linkage) 
dalam perekonomian Jawa Tengah yang ditujukan oleh menyebar sektor unggulan 
dan potensial pada sektor pertanian dan non pertanian. Sektor-sektor ekonomi 
yang menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah secara keseluruhan terdiri dari: 
sektor pertanian; sektor induatri pengelolahan; dan sektor perdagangan, hotel dan 
restoran. Sektor yang potensial terdiri dari: sektor pertambangan dan penggalian; 
sektor listrik, gas dan air minum; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor 
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang unggul tetapi 
cenderung menurun adalah sektor jasa-jasa. 
Dari penelitian Handayani Astuti (2003) yang berjudul ―Anlisis Potensi 
Sektor Ekonomi Kota & Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 
Pelaksanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah 1998-2001‖ diambil 
kesimpulan bahwa sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di masing-masing 
kota & kabupaten di Propinsi DIY antara lain: Kabupaten Sleman adalah sektor 
industri pengelolahan, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan 
restoran; di Kota Yoyakarta sektor listrik gas dan air bersih, sektor perdagangan, 
hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi; di Bantul adalah sektor 





Kidul adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan bahan galian; di 
Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian dan sektor jasa. 
Dari penelitian Shofa Adi Lukito (2005) yang berjudul ―Identifikasi Sektor 
Unggulan di Kabupaten Sragen Tahun 1994-2003‖. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kontribusi dan tingkat pertumbuhan 
sektor ekonomi; gambaran pergeseran struktur ekonomi; gambaran keunggulan 
kompetitif; efek alokasi; pengaruh pertumbuhan wilayah dan sisi pengaruh bauran 
industri; sektor ekonomi basis; gambaran kegiatan ekonomi potensial di 
Kabupaten Sragen dalam perbandingan dengan Propinsi Jawa Tengah; gambaran 
kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kreteria kontribusi dan kreteria 
pertumbuhan serta untuk mengetahui gambaran pola dan struktur ekonomi. 
Diambil kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa berdasarkan data PDRB 
(Produk Domestik Regional Bruto)  diketahui bahwa pada kurun waktu 1994—
1998 sektor ekonomi yang dominan di Kabupaten Sragen adalah sektor 
perdagangan dan penggalian. Sektor ekonomi yang menonjol menurut kreteria 
pertumbuhan yaitu sektor industri pengelolahan; sektor listrik, gas dan air minum; 
sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; 
serta sektor jasa. Sedangkan sektor bangunan merupakan sektor ekonomi yang 
menonjol menurut kreteria kontribusi. Pada kurun waktu 1999-2003 sektor 
ekonomi yang dominan di Kabupaten Sragen adalah sektor keuangan , sewa, dan 





kreteria pertumbuhan antara lain sektor industri pengelolahan; sektor listrik, gas 
dan air minum serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor 
ekonomi yang menonjol menurut kreteria konbtribusi adalah sektor pertanian; 
sektor pertambangan dan penggalian serta sektor bangunan. 
Dari penelitian Dipa Nusantara (2006) yang berjudul ―Analisis Potensi 
Sektor Ekonomi Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur di Era 
Otonomi Daerah‖ diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ekonomi 
sektoral di Propinsi Kalimantan Timur mendapat kontribusi terbesar dari sektor 
primer. Sedangkan laju pertumbuhan yang terbesar dari sektor sekunder. 
Menjawab permasalahan kedua diketahui bahwa kota dan kabupaten di Propinsi 
Kalimantan Timur memiliki basis perekonomian pada: (i) sektor primer; (ii) sektor 
sekunder; (iii) sektor tersier. 
Dari penelitian Rikas Fatharani (2009) yang berjudul ―Analisis Economic 
Base Terhadap Pertumbuhan Kota Surakarta Guna Meningkatkan Pembangunan di 
Propinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Tahun 2000-2005)‖ diambil kesimpulan 
bahwa sektor listrik, gas dan air bersih; sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor jasa-
jasa serta sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kota Surakarta merupakan 
sektor basis yang akan menjadi sektor unggulan dengan kabupaten atau kota lain 
di Propinsi Jawa Tengah, sehingga reposisi Kota Surakarta mampu bersaing 





akan datang. Faktor yang menentukan posisi dan reposisi tersebut adalah Kota 
Surakarta mempunyai daerah dataran rendah, yang berupa daerah perkotaan terdiri 
dari pasar dan lain sebagainya. Faktor tingkat pendidikan Kota Surakarta lebih dari 
standar pemerintah. Mata pencaharian penduduk Kota Surakarta sebagian besar 
buruh, hal ini mempengaruhi perekonomian Kota Surakarta menjadi sektor basis 
di berbagai sektoral dan khususnya pada di sektor industri dan perusahaan. 
 
K. Kerangka Teori 
Otonomi daerah secara langsung akan dapat mempengaruhi pembangunan 
daerah Kabupaten Sragen. Pembangunan daerah sendiri dibagi menjadi dua sektor 
yaitu sektor perekonomian dan sektor non perekonomian. Sektor perekonomian 
meliputi sembilan sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan 
penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air minum, sektor 
bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, 
persewaan, dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa. 
Tiap – tiap sektor dibagi menjadi dua teori yaitu teori ekonomi basis dan 
teori komponen pertumbuhan wilayah. Teori ekonomi basis dilakukan dengan 
pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran tidak langsung meliputi 
pendekatan asumsi, metode LQ dan metode kombinasi. Kriteria LQ terdiri atas LQ 
> 1, berarti sektor tersebut merupakan sektor basis, dan LQ ≤ 1 berarti sektor 





SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam menentukan apakah sektor ekonomi 
tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan kurang prospektif. 
Sedangkan analisis SWOT digunakan untuk menentukan dan menganalisis strategi 
sektor potensial yaitu sektor unggulan yang terpilih di Kabupaten Sragen. 
Sehingga dapat disimpulkan dan direkomendasikan kebijakan sektoralnya. 
 Bagan alur penelitian pengembangan potensi sektoral untuk perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Sragen dapat dilihat sebagai berikut :  
 
Gambar 2.1 

















Analisis SWOT Sektor potensial (terpilih) 
Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kab. Sragen 
Sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha: 
Sektor Pertanian 
Sektor Pertambangan dan Penggalian 
Sektor Industri Pengolahan 
Sektor Listrik dan Air Minum 
Sektor Bangunan 
Sektor Perdagangan 
Sektor Angkutan dan Komunikasi 
Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 
Sektor Jasa-jasa 
 
Analisis SLQ & DLQ 








A. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digumakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 
Data sekunder ini di peroleh dari BPS Kabupaten Sragen dan BPS Propinsi Jawa 
Tengah. Data ini berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 
Kabupaten Sragen dan  produk domestik regional bruto (PDRB) ADHK Propinsi 
Jawa Tengah. 
 
B. Metode Analisis Data 
Agar tercapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka digunakan 
dua analisis yaitu analisis LQ (Location Quotient) dan analisis SWOT. 
1) Analisis LQ  
Kegiatan perencaanan ekonomi untuk pengembangan sektor 
kegiatan ekonomi dimulai dengan melakukan proses identifikasi sektor 
unggulan atau potensial ekonomi daerah. Penentuan sektor-sektor 
ekonomi unggulan perlu dikembangkan agar perekonomian daerah 
tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor 
yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah 





Setelah otonomi daerah, masing-masing sudah lebih bebas 
dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan 
pengembangannya. Kemampuan daerah untuk melihat sektor yang 
memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin 
penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang 
lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong 
sektor-sektor lain untuk berkembang.  
Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan 
potensi relatif perekonomian suatu wilayah adalah LQ (Location 
Quotient). LQ Dalam penelitian ini, digunakan untuk menentukan 
sektor-sektor ekonomi yang dominan yang dapat dikategorikan sebagai 
sektor basis pada kabupaten yang merupakan pusat pertumbuhan yang 
ada di Propinsi Jawa Tengah dengan membandingkan besarnya peranan 
suatu sektor disuatu Kabupaten Sragen terhadap besarnya peranan 
suatu sektor yang sama pada Propinsi Jawa Tengah. Metode LQ 
(Location Quotient) adalah suatu perbandingan tentang besarnya 
peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor 
tersebut secara nasional. Adapun rumus untuk menghitung LQ adalah 






















  Keterangan: 
  LQ  = Location Quotient 
  iv  = Nilai sektor i di Kabupaten Sragen  
  tv  = Total nilai PDRB Kabupaten Sragen  
  iV  = Nilai sektor i di Propinsi Jawa Tengah 
  tV  = Total nilai PDRB Propinsi Jawa Tengah 
 
 Kriteria  pengukuran LQ adalah sebagai berikut :  
1. Bila nilai LQ = 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor tertentu 
di tingkat Kabupaten Sragen di Propinsi Jawa Tengah sama dengan 
sektor yang sama pada perekonomian tingkat Propinsi Jawa Tengah. 
2. Bila nilai LQ > 1. Sektor tertentu merupakan sektor basis atau Ini 
berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat Kabupaten 
Sragen di Propinsi Jawa Tengah lebih besar dari sektor yang sama pada 
perekonomian tingkat Propinsi Jawa Tengah. 
3. Bila nilai LQ < 1. Sektor tertentu merupakan sektor non basis atau Ini 





di Propinsi Jawa Tengah lebih kecil dari sektor yang sama pada 
perekonomian tingkat Propinsi Jawa Tengah. 
Metode location quotient (LQ) dibedakan menjadi dua, yaitu: static 
location quotient (SLQ sering disebut LQ) dan dynamic location quotient (DLQ). 
Menurut Kadariah (1985), dasar pemikiran dari penggunaan teknik LQ yang 
dilandasi teori ekonomi basis mempunyai makna sebagai berikut: karena industri 
basis itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk 
pasar di luar daerah, maka penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan 
pendapatan ke dalam daerah itu. Arus pendapatan itu menyebabkan kenaikan 
konsumsi maupun investasi, yang pada akhirnya menaikkan pendapatan daerah 
dan kesempatan kerja. 
a) Static Location Quotient (SLQ)   
SLQ dirumuskan sebagai berikut 
QnQi
qrqi





















Koefisien Static Location Quotient 
Keluaran sektor i nasional (Propinsi Jawa Tengah) 
Keluaran sektor i regional (Kabupaten Sragen) 
Keluaran total nasional (Propinsi Jawa Tengah) 
Keluaran total regional (Kabupaten Sragen) 
 
Berdasarkan formula di atas dapat dijelaskan bahwa jika 
koefisien LQ > 1, maka sektor tersebut cenderung akan mengekspor 
keluaran produksinya ke wilayah lain, atau mungkin ekspor ke luar 
negeri. Sedangkan jika nilai koefisien LQ < 1, ini berarti sektor tersebut 
cenderung mengimpor dari wilayah lain atau dari luar negeri. 
b) Dynamic Location Quotient (DLQ)  
Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah modifikasi dari SLQ, 
dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor 
ekonomi dari waktu ke waktu. DLQ dihitung menggunakan rumus 
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Indeks potensi sektor i di regional 
Laju pertumbuhan sektor i di regional 
Rata-rata laju pertumbuhan sektor di regional 
Laju pertumbuhan sektor i di nasional 
Rata-rata laju pertumbuhan sektor di nasional 
Selisih tahun akhir dan tahun awal  
Indeks Potensi Pengembangan sektor i di regional 
Indeks Potensi Pengembangan sektor i di nasional 
 
Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: 
jika DLQ > 1, maka potensi perkembangan sektor i di suatu regional 
lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di nasional. Namun, jika 
DLQ < 1, maka potensi perkembangan sektor i di regional lebih 
rendah dibandingkan nasional secara keseluruhan. Gabungan antara 





sektor ekonomi tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan 
kurang prospektif. 
 
Tabel  1.2 







2) Analisis SWOT 
Secara khusus, model analisis SWOT yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah yang diperkenalkan oleh Krans pada tahun 1992, 
Diagram ini menampilkan matriks enam kotak, dua yang paling atas 
adalah faktor eksternal, yaitu faktor peluang dan ancaman/tantangan. 
Sedangkan di sebelah kiri adalah kotak faktor internal yaitu kekuatan-
kekuatan dan kelemahan sektoral.  
Dengan analisis SWOT tahapan faktor-faktor berpengaruh 
dalam pembangunan daerah akan ditemukan empat strategi 
(Karjoredjo, 1999) seperti dalam tabel berikut: 
 
Kriteria DLQ > 1 DLQ  < 1 
SLQ > 1 Unggulan Prospektif 








Tabel  1.3 
Matriks analisa SWOT-Klasifikasi Isu 
 
























Kotak-kotak lainnya merupakan kotak-kotak isu srategis yang 
perlu dikembangkan, yang timbul sebagai hasil dari kotak antar faktor-
faktor eksternal dan internal. Keempat isu strategis tersebut diberi nama 
sebagai berikut: 
a. Comparative Adventage 
Apabila di dalam kajian terlihat peluang-peluang yang 
tersedia ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat, 
maka sektor tersebut dianggap memiliki keunggulan 





baik ini tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi akan 
menjadi isu utama pengembangan. Meskipun demikian, 
dalam proses pengkajiannya, tidak boleh dilupakan adanya 
berbagai kendala dan ancaman perubahan kondisi lingkungan 
yang terdapat di sekitarnya untuk digunakan sebagai usaha 
dalam mempertahankan keunggulan komparatif tersebut 
(Strategi SO : Menggunakan kekuatan memanfaatkan 
peluang). 
b. Mobilization 
Kotak ini merupakan kotak kajian yang mempertemukan 
interaksi antara ancaman/tantangan dari luar yang 
diidentifikasikan untuk memperlunak ancaman/tantangan dari 
luar tersebut, dan sedapat mungkin merubahnya menjadi 
sebuah peluang bagi pengembangan selanjutnya (Strategi ST : 
Menggunakan kekuatan untuk mengusir hambatan). 
c. Invesment/Divesment 
Kotak ini merupakan kajian yang menuntut adanya 
kepastian dari berbagai peluang dan kekurangan yang ada. 
Peluang yang besar di sini akan dihadapi oleh kurangnya 





Pertimbangan harus dilakukan secara hati-hati untuk memilih 
untung dan rugi dari usaha untuk menerima peluang tersebut, 
khususnya dikaitkan dengan keterbatasan potensi 
kawasan (Strategi WO : Menggunakan peluang untuk 
menghindari kelemahan). 
d. Damage Control 
Kotak ini merupakan tempat untuk menggali berbagai 
kelemahan yang akan dihadapi oleh sektor di dalam 
pengembangannya. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan antara 
ancaman dan tantangan dari luar dengan kelemahan yang 
terdapat di dalam kawasan. Strategi yang harus ditempuh 
adalah mengambil keputusan untuk mengendalikan kerugian 
yang akan dialami, dengan sedikit demi sedikit membenahi 
sumberdaya internal yang ada (Strategi WT : Meminimalkan 












ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen 
1. Aspek Geografis 
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di 
bagian timur Propinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung dengan 





 30’LS dan garis bujur 1100 45’–1110 10’ BT. Kabupaten Sragen yang 
mempunyai luas 941,55 km
2
 yang meliputi 20 kecamatan. 
Secara geografis, wilayah Kabupaten Sragen berbatasan dengan: 
Sebalah utara : Kabupaten Grobogan 
Sebelah timur : Kabupaten Ngawi  
Sebelah selatan : Kabupaten Karanganyar 
Sebelah barat : Kabupaten Boyolali 
2. Luas Penggunaan Lahan 
Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km2 yang terbagi 
dalam 20 kecamatan, 8 kalurahan dan 200 desa. Secara fisiologis, wilayah 
Kabupaten Sragen terbagi atas 40.037.930 Hektar (42,52 persen) lahan 





Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 
208 desa dan kelurahan . Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen. 
3. Keadaan Iklim 
Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian 
rata rata 109 M diatas permukaan laut. Sragen menpunyai iklim tropis 
dengan suhu harian yang berkisar antara 19 31 º C. Curah hujan rata-rata di 
bawah 3000mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun. 
4. Aspek Demografi 
Penduduk merupakan komponen yang sangat penting dalam 
pembangunan. Terutama jika jumlah penduduk yang besar, itu mempunyai 
tingkat produktivitas yang tinggi dari penduduk rendah, maka jumlah 
penduduk yang banyak akan menjadi beban bagi masyarakat. 
Penduduk Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2006 berjumlah 
863.914 jiwa, yang terdiri laki-laki 426.958 jiwa (49%) dan perempuan 
436.956 jiwa (51%). Laju pertumbuhan penduduk tahun 2006 adalah 
0,66% dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Kalijambe 
sebesar 8,34%. 
Kepadatan penduduk pada tahun 2006 mencapai 918 jiwa/km
2
, 
yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2005 yang mencapai nilai kepadatan 
sebesar 912 jiwa/km
2
. nilai tertinggi terletak di Kecamatan Sragen 2.328 
jiwa/km
2







Berdasarkan data angkatan kerja tahun 2005, penduduk Kabupaten 
Sragen berusia di atas atau sama dengan 10 tahun dan di bawah 60 tahun, 
sebanyak 423.354 jiwa dan terdiri dari laki-laki 310.040 jiwa dan 
perempuan 313.314 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 
bekerja pada tahun 2005 sebanyak 472.527 jiwa, terdapat 41.911 jiwa 
penduduk Kabupaten Sragen yang bekerja pada usia di bawah 10 tahun dan 
atau 60 tahun ke atas. 
Tabel 1.4  Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis 
Kelamin Kabupaten Sragen Akhir Tahun 2006 
Kelompok umur Laki-laki Perempuan jumlah % 
10-29 158.419 154.635 313.054 50,22 
30-54 135.724 141.403 277.127 44,45 
55-59 15.895 17.276 33.173 5,32 
Total 310.040 313.314 623.354 100 
Sumber: Sragen dalam angka, diolah 
Struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Sragen, presentase 
tertinggi adalah pekerjaan di sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan 
dan sektor industri. Lapangan usaha yang tersedia di Kabupaten Sragen 
belum mampu menyerap seluruh pencari kerja di Kabupaten Sragen, 
berdasarkan Sragen dalam angka 2006, pengangguran terbuka yang 
terdaftar selama tahun 2006 sebanyak 2.371 laki-laki dan 4.761 perempuan 







Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Usia 10 Tahun Ke 
Atas Berdasarkan Mata Pencaharian 
Jenis mata pencarian Jumlah (jiwa) persentase 
Pertanian 335.650 56,31 
Pertambangan dan Penggalian 1.180 0,20 
Industri Pengolahan 38.498 6,46 
Listrik, Gas dan Air Bersih 378 0,06 
Bangunan/Konstruksi 17.149 2,88 
Perdagangan 82.656 13,87 
Pengangkutan dan Komunikasi 6.352 1,07 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 
1.734 0,29 
Jasa-Jasa 112.504 18,87 
Jumlah  596.101 100 
Sumber: Sragen dalam angka, diolah 
5. Aspek Ekonomi 
Dalam melihat dinamika ekonomi daerah , salah satu indikator yang 
sering digunakan adalah komposisi atau struktur Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB juga merupakan 
indikator untuk mengukur kinerja daerah dalam membangun daerah 
Kabupaten Sragen yang dihitung dengan mengunakan harga berlaku dan 















Tabel 1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut 
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas 
Dasar Harga Konstan Kabupaten Sragen Tahun 2004-2008 









2004 3.059.653.160 13,32 2.208.294.400 4,93 
2005 3.497.324.940 14,30 2.322.239.430 5,16 
2006 4.042.561.370 15,59 2.442.570.430 5,18 
2007 4.512.415.740 11,62 2.582.492.480 5,73 
2008 5.170.914.120 14,59 2.729.450.330 5,69 
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen, diolah 
Dengan menggunakan harga berlaku, PDRB Sragen mengalami 
fluktuasi, yang dapat diartikan adanya peningkatan dan penurunan dalam 
pembangunan di Kabupaten Sragen. Diketahui pada tabel 1.4 PDRB 
Kabupaten Sragen pada tahun 2004 sebesar Rp 3.059.653.160,- meningkat 
pada  tahun 2005 menjadi sebesar Rp 3.497.324.940,- sedang pada tahun 
2006 PDRB menurun menjadi sebesar Rp 4.042.561.370,- pada tahun 2007 
dan 2008 PDRB meningkat lagi masing-masing menjadi sebesar Rp 
4.512.415.740,- dan Rp 5.170.914.120,-. Sementara jika menggunakan 
harga konstan, PBRB Sragen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 
yang dapat diartikan adannya kemajuan dalam pembangunan di Kabupaten 
Sragen. Diketahui pada tabel 1.4 pada tahun 2004 PDRB Kabupaten 
Sragen sebesar Rp 2.208.294.400,- meningkat sampai tahun 2008 menjadi 
sebesar Rp 2.729.450.330,-. 
Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sragen menurut harga 





terus meningkat sampai tahun 2006 menjadi sebesar 15,59%, pada tahun 
2007 laju pertumbuhan menurun dengan pertumbuhan sebesar 11,62% dan 
pada tahun 2008 laju pertumbuhan Kabupaten Sragen meningkat dengan 
pertumbuhan sebesar 14,59%. Sementara laju pertumbuhan PDRB di 
Kabupaten Sragen menurut harga konstan pada tahun 2004 mengalami 
pertumbuhan sebesar 4,93% meningkat terus hingga tahun 2008 laju 
pertumbuhan Kabupaten Sragen menjadi sebesar 5,69%. 
 
B. Gambaran umum Propinsi Jawa Tengah 
1. Aspek geografis 
Propinsi Jawa Tengah terletak antara 5
0
 40’ dan 70 30’ Lintang 
Selatan dan antara 108
0
 30’ dan 1110 30’ Bujur Timur (termasuk Pulau 
Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari 
Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Jawa 
Tengah  memiliki luas wilayah yakni 3,25 juta hektar atau sekitar 1,70 
persen dari wilayah negara Indonesia dan mempunyai batas-batas wilayah 
yaitu : 
Sebelah utara : Laut Jawa 
Sebelah timur : Propinsi Jawa Timur 
Sebelah selatan : DI Yogyakarta dan Samudra Indonesia 





2. Luas Penggunaan Lahan 
Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 
kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2006 tercatat 
sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa 
(1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada, terdiri dari 992 ribu 
hektar (30,50 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,50 persen) 
bukan lahan sawah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan 
sawah tahun 2006 turun sebesar 0,35 persen, sebaliknya luas bukan lahan 
sawah naik sebesar 0,16 persen.  
Menurut penggunaannya, persentase lahan sawah yang 
berpengairan teknis adalah 38,91 persen, tadah hujan 28,89 persen dan 
lainnya berpengairan setengah teknis persen, sederhana, dan lain-lain. 
Dengan menggunakan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang 
dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 70,66 persen. Berikutnya, 
lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 25,40 persen dari total 
bukan lahan sawah. Persentase itu merupakan yang terbesar, dibanding 
persentase penggunaan bukan lahan sawah lain. 
3. Keadaan Iklim 
Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata 
di Jawa Tengah tahun 2006 berkisar antara 24,4°C sampai dengan 28,5°C. 





udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, 
dari 73 persen sampai dengan 86 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di 
Sempor Kebumen sebesar 3 068 mm dan hari hujan terbanyak tercatat di 
Stasiun Meteorologi Cilacap sebesar 179 hari. 
4. Aspek demografi  
Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi dengan 
jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2006, jumlah penduduk Jawa Tengah 
tercatat sebesar 32,18 juta jiwa atau sekitar 14 persen dari jumlah 
penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi 
ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat 
dan Jawa Timur.  
Tabel 1.7  Penduduk Jawa Tangah Menurut Jenis Kelamin dan Sex 
Rasio Tahun 2002-2006 


























Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Propinsi Jawa Tengah 
Berdasarkan tabel 1.5  diketahui pada tahun 2002, jumlah penduduk 
Jawa Tengah tercatat sebesar 31.691.866 jiwa. Dengan jumlah penduduk 
perempuan lebih besar yaitu 15.904.723 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk 





meningkat dari tahun 2002 hingga tahun 2005, yaitu sebesar 32.908.850 
jiwa. Pada tahun 2006 jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 
32.177.730 jiwa atau sekitar 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini 
menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan 
jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah 
penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. 
Ini ditunjukkan oleh sex rasio (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap 
jumlah penduduk perempuan) sebesar 99,57%.  
 Penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh 
wilayah Jawa Tengah. Umumnya penduduk banyak menumpuk di daerah 
kota dibandingkan kabupaten. Secara rata-rata kepadatan penduduk Jawa 
Tengah tercatat sebesar 989 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah 
terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 12 ribu 
orang setiap kilometer persegi. 
5. Aspek ekonomi 
Pada tabel 1.6 dapat dilihat kondisi/gambaran perkembangan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah yang 
merupakan indikator ekonomi utama untuk mengukur sejauh mana 







Tabel 1.8  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut 
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas 
Dasar Harga Konstan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-
2008 









2004 193.435.263.050 12,54 135.429.842.310 4,85 
2005 234.435.323.310 21,20 143.051.213.880 5,63 
2006 281.996.709.110 20,29 150.682.654.740 5,33 
2007 312.428.807.070 10,79 159.110.253.790 5,59 
2008 362.938.708.250 16,17 167.790.369.850 5,46 
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah, diolah 
Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Propinsi Jawa Tengah dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat 
diartikan adannya kemajuan dalam pembangunan di Propinsi Jawa Tengah. 
Pada tahun 2004 diketahui PDRB Propinsi Jawa Tengah sebesar 
Rp135.429.842.310,- hingga tahun 2008 PDRB Propinsi Jawa Tengah 
menjadi sebesar Rp 167.790.369.850,- sementara berdasarkan harga 
berlaku ,nilai PDRB Propinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 diketahui PDRB Propinsi Jawa 
Tengah sebesar Rp 193.435.263.050,- hingga tahun 2008 PDRB Propinsi 
Jawa Tengah menjadi sebesar Rp 362.938.708.250,- 
Laju pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Tengah menurut harga 
berlaku pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar 12,54%. pada 
tahun 2005 laju pertumbuhan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 





dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 20,29% dan 10,79%. Dan 
pada tahun 2008 laju pertumbuhan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 
16,17%. Sementara Laju pertumbuhan PDRB di Propinsi Jawa Tengah 
menurut harga konstan pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar 
4,85%,  terus meningkat hingga tahun 2007 mengalami pertumbuhan 
sebesar 5,59%. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan menurun dengan 
pertumbuhan sebesar 0,56%. 
Tabel 1.9  Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2004-2008 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 




2004 2005 2006 2007 2008
* 
Pertanian 28.606.237.280 29.924.642.250 31.002.199.110 31.862.697.600 33.484.068.440 
Pertambangan dan Penggalian 1.330.759.580 1.454.230.590 1.678.299.610 1.782.886.650 1.851.189.430 
Industri Pengolahan 43.995.611.830 46.105.706.520 48.189.134.860 50.870.785.690 53.158.962.880 
Listrik, Gas dan Air Bersih 1.065.114.580 1.179.891.980 1.256.430.340 1.340.845.170 1.404.668.190 
Bangunan/Konstruksi 7.448.715.400 7.960.948.490 8.446.566.350 9.055.728.780 9.647.593.000 
Perdagangan 28.343.045.240 30.056.962.750 31.816.441.850 33.898.013.930 35.626.196.010 
Pengangkutan dan Komunikasi 6.150.447.430 6.988.425.750 7.451.506.220 8.052.597.040 8.657.881.950 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 4.826.511.380 5.067.665.700 5.399.608.700 5.767.341.210 6.218.053.970 
Jasa-Jasa 13.663.399.590 14.312.739.850 15.442.467.700 16.479.357.720 17.741.755.980 
PDRB 135.429.842.310 143.051.213.880 150.682.654.740 159.110.253.790 167.790.369.850 
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah, diolah 
PDRB Propinsi Jawa Tengah disumbang oleh 9 sektor/lapangan 
usaha yaitu : pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; 





pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; 
jasa-jasa. 
Berdasarkan tabel 1.7  dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga 
konstan Propinsi Jawa Tengah di dominasi oleh 3 (tiga) sektor/lapangan 
usaha yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor 
pertanian. Sektor industri pengolahan Pada tahun 2004 sebesar 
Rp43.995.611.830,- terus meningkat hingga tahun 2008 menjadi sebesar 
Rp 33.484.068.440,- Sektor perdagangan pada tahun 2004 sebesar 
Rp28.343.045.240,- terus mmeningkat hingga tahun 2008 menjadi sebesar 
Rp 35.626.196.010,-. Sedangkan sektor pertanian pada tahun 2004 sebesar 
Rp 28.606.237.280,- juga terus meningkat hingga tahun 2008 menjadi 
sebesar Rp 33.484.068.440,-. 
 
C. Analisis Data & Pembahasan 
1. Kontribusi Ekonomi 
Dalam analisis 2004-2008 ini dihitung masing masing daerah yaitu 
Kabupaten Sragen dan Propinsi Jawa Tengah berikut menghitung potensi 
berbagai sektor ekonomi pembentuk PDRB dari sisi  kontribusi ekonomi 
adalah : 






KE : kontribusi ekonomi 
Xit : sektor ekonomi pembentuk PDRB pada tahun t 
Xtotal : PDRB total pada tahun t 
Terlebih dahulu dalam analisis ini akan dihitung kontribusi ekonomi 
Kabupaten Sragen yaitu sebagai berikut : 
1.1. Kabupaten Sragen 
Kondisi perekonomian di Kabupaten Sragen berdasarkan rata-
rata kontribusi sektor usaha terhadap PDRB atas dasar harga konstan 
tahun 2000 periode 2004-2008 seperti tercantum pada tabel 1.8 
diketahui bahwa sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang 
terbesar bagi perekonomian di Kabupaten Sragen adalah sektor 
pertanian dengan rata-rata sebesar 35,31%. Sektor ekonomi yang 
memiliki kontribusi kedua adalah sektor industri pengolahan dengan 
rata-rata sebesar 21,81 % serta ekonomi sektor dengan kontribusi 











Tabel 1.10 Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB 
Kabupaten Sragen Atas Dasar Harga Konstan Tahun 
2004–2008 Tahun Dasar 2000 (dalam persen) 
Sektor/Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008 rata-rata 
Pertanian 36,37 36,08 35,34 34,74 34,01 35,31 
Pertambangan dan Penggalian 0,29 0,30 0,29 0,30 0,30 0,30 
Industri Pengolahan 21,43 21,54 21,80 22,02 22,27 21,81 
Listrik, Gas dan Air Bersih 1,13 1,14 1,17 1,19 1,20 1,17 
Bangunan/Konstruksi 4,37 4,37 4,41 4,45 4,50 4,42 
Perdagangan 17,96 18,00 18,12 18,19 18,32 18,12 
Pengangkutan dan Komunikasi 3,35 3,28 3,28 3,27 3,28 3,29 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 3,91 3,89 3,94 3,98 4,00 3,94 
Jasa-Jasa 11,20 11,39 11,65 11,87 12,12 11,65 
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sumber: produk domestik regional bruto Kabupaten Sragen, data diolah 
Meskipun kegiatan ekonomi sektor pertanain memiliki 
kontribusi paling besar,akan tetapi kontribusi ini terhadap PDRB terus 
menurun dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2004 dengan 
kontribusi sebesar 36,37% turun menjadi 36,08% pada tahun 2005, 
sampai tahun 2008 turun menjadi 34,01%. Kondisi sektor industri 
pengolahan terus meningkat kontribusinya terhadap PDRB dari tahun 
ke tahun. Dimana pada tahun 2004 dengan kontribusi sebesar 21,43% 
meningkat menjadi 22,27% pada tahun 2008. Begitu pula pada sektor 
perdagangan kontribusinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2004 sebesar 17,96% meningkat menjadi 18,32 % pada 18,32%. 
Sektor ekonomi dengan kontribusi terkecil terhadap 





penggalian dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,30% dan sektor listrik, 
gas dan air minum dengan kontribusi terhadap perekonomian rata-rata 
sebesar 1,17%. 
1.2. Propinsi Jawa Tengah 
Kondisi perekonomian di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan 
rata-rata kontribusi sektor usaha terhadap PDRB atas dasar harga 
konstan tahun 2000 periode 2004-2008 seperti tercantum pada tabel 1.9  
diketahui bahwa sektor ekonomi yang memiliki kontribusi yang 
terbesar bagi perekonomian Propinsi Jawa Tengah adalah sektor 
industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 32,07%. Sektor ekonomi 
yang memiliki kontribusi kedua adalah sektor perdagangan dengan 
rata-rata sebesar 21,12% serta ekonomi sektor dengan kontribusi 













Tabel 3.1  Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PRDB Propinsi 
Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2004-
2008 Tahun Dasar 2000 (dalam persen) 
Sektor/Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008 rata-rata 
Pertanian 20,23 20,92 20,57 20,03 19,96 20,52 
Pertambangan dan Penggalian 0,94 1,02 1,11 1,12 1,10 1,07 
Industri Pengolahan 35,35 32,23 31,98 31,97 31,68 32,07 
Listrik, Gas dan Air Bersih 0,75 0,82 0,83 0,84 0,84 0,82 
Bangunan/Konstruksi 5,27 5,57 5,61 5,69 5,75 5,62 
Perdagangan 20,04 21,01 21,11 21,30 21,23 21,12 
Pengangkutan dan Komunikasi 4,35 4,89 4,95 5,06 5,16 4,92 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 3,41 3,54 3,58 3,62 3,71 3,60 
Jasa-Jasa 9,66 10,01 10,25 10,36 10,57 10,25 
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sumber: produk domestik regional bruto Propinsi Jawa Tengah, data diolah 
Sektor industi pengelolahan di Propinsi Jawa Tengah 
mempunyai peran yang sangat besar, hal ini terlihat pada rata-rata 
kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Propinsi Jawa 
Tengah tahun 2004-2008, akan tetapi terus menurun kontribusinya dari 
tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2004 dengan kontribusi sebesar 
35,35% hingga tahun 2008 menurun kontribusinya menjadi sebesar 
31,68%. Kontibusi sektor perdagangan terhadap PDRB Propinsi Jawa 
Tengah dimana  pada tahun 2004 dengan kontribusi sebesar 20,04% 
meningkat hingga tahun 2007 menjadi sebesar 21,30%, tetapi pada 
tahun 2008 kontribusinya menurun menjadi sebesar 22,27%. 
Sedangkan sektor pertanian kontribusinya terhadap PDRB Propinsi 





meningkat menjadi sebesar 20,92 pada tahun 2005, akan tetapi pada 
hingga tahun 2008 kontribusinya menurun menjadi  sebesar 20,93%. 
Sektor ekonomi dengan kontribusi terkecil terhadap 
perekonomian Propinsi Jawa Tengah adalah sektor listrik, gas dan air 
bersih dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,82% dan sektor 
pertambangan dan penggalian dengan kontribusi terhadap 
perekonomian rata-rata sebesar 1,07%. 
2. Pertumbuhan ekonomi 
Kondisi perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari 
PDRB sebagai indikator perkembangan dalam kegiatan ekonomi suatu 
masyarakat setiap tahun.  Selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) PDRB 
Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan. Dalam 
analisis 2004-2008 ini dihitung masing masing daerah yaitu Kabupaten 
Sragen dan Propinsi Jawa Tengah berikut menghitung potensi berbagai 
sektor ekonomi pembentuk PDRB dari sisi  pertumbuhan ekonomi adalah : 
PE dari Xit= (Xi-Xi-1) / Xi-1 *100 
Keterangan : 
PE  : pertumbuhan ekonomi  
Xi  : sektor ekonomi pembentuk PDRB pada tahun t 





Terlebih dahulu dalam analisis ini akan dihitung pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Sragen yaitu sebagai berikut : 
2.1.Kabupaten Sragen 
Kondisi perekonomian di Kabupaten Sragen berdasarkan rata-
rata pertumbuhan sektor usaha terhadap PDRB atas dasar harga 
konstan tahun dasar 2000 periode 2004-2008 seperti tercantum pada 
tabel . diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kabupaten 
Sragen sebesar 5,34%.  
Tabel 3.2 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Terhadap PRDB 
Kabupaten Sragen Atas Dasar Harga Konstan Tahun 
2004-2008 Tahun Dasar 2000 (dalam persen) 
Sektor/Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008 rata-rata 
Pertanian 4,56 4,35 3,01 3,94 3,46 3,86 
Pertambangan dan Penggalian 9,04 8,62 2,23 7,59 5,47 6,59 
Industri Pengolahan 5,34 5,70 6,43 6,83 6,88 6,24 
Listrik, Gas dan Air Bersih 9,08 6,67 8,00 6,77 7,08 7,52 
Bangunan/Konstruksi 7,78 5,10 6,35 6,62 6,83 6,54 
Perdagangan 6,17 5,40 5,92 6,08 6,46 6,01 
Pengangkutan dan Komunikasi 4,28 3,05 4,92 5,47 6,13 4,77 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 3,14 4,67 6,51 6,79 6,33 5,49 
Jasa-Jasa 2,69 6,95 7,50 7,76 7,94 6,57 
PDRB 4,93 5,16 5,18 5,73 5,69 5,34 
Sumber: produk domestik regional bruto Kabupaten Sragen, data diolah 
Secara sektoral rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah 
sektor listrik, gas dan air bersih yaitu mengalami rata-rata 
pertumbuhan sebesar 7,52% kemudian diikuti sektor pertambangan 





dan sektor jasa-jasa yaitu mengalami rata-rata pertumbuan sebesar 
6,57%. Sementara sektoral dengan rata-rata laju pertumbuhan 
terendah yaitu sektor pertanian sebesar 3,23%. 
2.2.Propinsi Jawa Tengah 
Kondisi perekonomian di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan 
rata-rata laju pertumbuhan sektro usaha terhadap PDRB atas dasar 
harga konstan selama tahun 2004-2008 tahun dasar 2000. 
Tabel 3.3 Nilai Rata-Rata Laju Pertumbuhan Sektor Usaha 
Terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar 
Harga Konstan Selama Tahun 2004-2008 Tahun Dasar 
2000 
Sektor/Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008 rata-rata 
Pertanian 5,33 4,61 3,60 2,78 5,09 4,28 
Pertambangan dan Penggalian 2,73 9,28 15,41 6,23 3,83 7,50 
Industri Pengolahan 6,41 4,80 4,52 5,56 4,50 5,16 
Listrik, Gas dan Air Bersih 8,65 10,78 6,49 6,72 4,76 7,48 
Bangunan/Konstruksi 7,84 6,88 6,10 7,21 6,54 6,91 
Perdagangan 2,45 6,05 5,85 6,54 5,10 5,20 
Pengangkutan dan Komunikasi -1,12 13,62 6,63 8,07 7,52 6,94 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 3,78 5,00 6,55 6,81 7,81 5,99 
Jasa-Jasa 5,58 4,75 7,89 6,71 7,66 6,52 
PDRB 4,85 5,63 5,33 5,59 5,46 5,37 
Sumber: produk domestik regional bruto Propinsi Jawa Tengah, data diolah 
Pada kurun waktu tahun 2004-2008 laju pertumbuhan PDRB 
Propinsi Jawa Tengah mengalami rata-rata pertumbuhan  sebesar 
5,37%. Secara sektoral rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah 
sektor pertambangan dan penggalian yaitu mengalami rata-rata 





air bersih yaitu mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,48% dan 
sektor Pengangkutan dan komunikasi yaitu mengalami rata-rata 
pertumbuhan sebesar 6,94%. Sementara sektoral dengan rata-rata laju 
pertumbuhan terendah yaitu sektor pertanian sebesar 4,28%. 
 
3.  Location Quotient (SLQ dan DLQ) 
Metode Location Quotient (LQ) dibedakan menjadi dua, yaitu: 
Static Location Quotient (SLQ sering disebut LQ) dan Dynamic Location 
Quotient (DLQ). Menurut Kadariah (1985), dasar pemikiran dari 
penggunaan teknik LQ yang dilandasi teori ekonomi basis mempunyai 
makna sebagai berikut: karena industri basis itu menghasilkan barang dan 
jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah, maka 
penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan pendapatan ke dalam 
daerah itu. Arus pendapatan itu menyebabkan kenaikan konsumsi maupun 
investasi, yang pada akhirnya menaikkan pendapatan daerah dan 
kesempatan kerja. 
3.1. Static Location Quotient (SLQ) 
Analisis Location Quotient  merupakan alat analisis yang 
dipakai untuk mengukur kosentrasi dari suatu kegiatan dalam suatu 
daerah dengan cara membandingkan peranannya perekonomian 





perekonomian regional atau nasional. Hasil dari analisis Static 
Location Quotient (SLQ) Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah 
tahun 2004-2008 dapat dilihat dalam tabel 3.2 
Tabel 3.4 Nilai SLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sragen 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008 
Sektor/Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008 rata-rata 
Pertanian 1,72 1,72 1,72 1,73 1,70 1,72 
Pertambangan dan Penggalian 0,30 0,30 0,26 0,27 0,27 0,28 
Industri Pengolahan 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,68 
Listrik, Gas dan Air Bersih 1,43 1,39 1,41 1,41 1,43 1,41 
Bangunan/Konstruksi 0,79 0,78 0,79 0,78 0,78 0,79 
Perdagangan 0,86 0,86 0,86 0,85 0,86 0,86 
Pengangkutan dan Komunikasi 0,74 0,67 0,66 0,65 0,64 0,67 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 1,10 1,10 1,10 1,10 1,08 1,09 
Jasa-Jasa 1,11 1,14 1,14 1,15 1,15 1,14 
Sumber : lampiran 
Berdasarkan hasil analisis Static Location Quotient (SLQ) 
terhadap sembilan sektor perekonomian di kabupaten sragen atas 
dasar harga konstan selama kurun waktu 2004-2008. Diketahui dari 
rata-rata Static Location Quotient (SLQ) bahwa lima dari sembilan 
sektor perekonomian tersebut merupakan sektor basis dalam 
perekonomian Kabupaten Sragen yaitu: sektor pertanian; sektor 
listrik, gas dan air bersih; sektor keuangan, persewaan dan jasa 
perusahaan; serta sektor jasa-jasa dengan nilai rata-rata LQ ≥ 1, 
artinya bahwa tingkat spesialisasi sektor-sektor perekonomian tersebut 





sektor yang sama pada perekonomian tingkat Propinsi Jawa Tengah 
sehingga sektor-sektor perekonomian tersebut dapat memenuhi 
kebutuhan kebutuhan wilayahnya dan mampu mengekspor keluar 
wilayah. Sedangkan untuk empat sektor perekonomian lainnya yaitu: 
sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; 
sektor bangunan/konstruksi; sektor perdagangan dan sektor 
pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor non basis dalam 
perekonomian Kabupaten Sragen dengan nilai rata-rata LQ < 1, 
artinya bahwa tingkat spesialisasi sektor-sektor perekonomian tersebut 
di Kabupaten Sragen di Propinsi Jawa Tengah lebih kecil dari sektor 
yang sama pada perekonomian tingkat Propinsi Jawa Tengah sehingga 
hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya dan belum  mampu 
mengekspor produksinya keluar wilayah.  
3.2. Dynamic Location Quotient (DLQ)  
Metode DLQ adalah metode yang digunakan untuk 
mengetahui perubahan posisi sektor perekonomian dimasa yang akan 
datang. Hasil dari analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) 
Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008 dapat 









Tabel 3.5 Nilai DLQ Sektor Perekonomian Kabupaten Sragen 
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008 
Sektor/Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008 rata-rata 
Pertanian 0,95 1,19 1,09 1,63 0,91 1,03 
Pertambangan dan Penggalian 3,01 1,33 0,28 1,69 1,91 1,42 
Industri Pengolahan 0,73 0,95 1,11 0,98 1,18 1,02 
Listrik, Gas dan Air Bersih 1,04 0,59 1,09 0,91 1,27 1,06 
Bangunan/Konstruksi 1,04 0,97 1,30 1,16 1,30 1,00 
Perdagangan 1,84 0,87 0,97 0,90 1,17 1,09 
Pengangkutan dan Komunikasi -62,15 0,38 1,07 0,98 1,15 -11,71 
Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 0,93 0,92 0,96 0,97 0,81 1,00 
Jasa-Jasa 0,56 0,97 0,67 0,80 0,72 1,01 
Sumber : lampiran 
Berdasarkan hasil analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) 
terhadap sembilan sektor perekonomian di Kabupaten Sragen atas 
dasar harga konstan selama kurun waktu 2004-2008. Diketahui dari 
rata-rata Dynamic Location Quotient (DLQ) bahwa delapan sektor 
perekonomian Kabupaten Sragen yaitu: sektor pertanian; sektor 
pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor 
listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor 
perdagangan; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta 
sektor jasa-jasa mempunyai nilai rata-rata LQ>1, artinya bahwa 
potensi perkembangan sektor-sektor perekonmian tersebut di 
Kabupaten Sragen lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di 
Propinsi Jawa Tengah Sehingga menunjukkan bahwa sektor-sektor 





masa yang akan datang bagi Kabupaten Sragen. Sedangkan satu 
sektor peekonomian Kabupaten Sagen yaitu sektor pengangkutan dan 
komunikasi mempunyai nilai rata-rata LQ<1, artinya bahwa potensi 
perkembangan sektor-sektor perekonmian tersebut di Kabupaten 
Sragen lebih rendah dibandingkan sektor yang sama di Propinsi Jawa 
Tengah. 
3.3. Analisis Gabungan SLQ dan DLQ 
Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ dijadikan kriteria dalam 
menentukan apakah sektor ekonomi tersebut tergolong unggulan, 
prospektif, andalan, dan kurang prospektif. Hasil dari analisis 
gabungan SLQ dan DLQ di Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah 
dapat dilihat di tabel 3.4 dan gambar 2.3. 
Tabel 3.6 Nilai Rata-Rata Gabungan SLQ dan DLQ Sektor 
Perekonomian Di Kabupaten Sragen Propinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004-2008 
Sektor/Lapangan Usaha Rata-rata SLQ Rata-rata DLQ 
Pertanian 1,72 1,03 
Pertambangan dan Penggalian 0,28 1,42 
Industri Pengolahan 0,68 1,02 
Listrik, Gas dan Air Bersih 1,41 1,06 
Bangunan/Konstruksi 0,79 1,00 
Perdagangan 0,86 1,09 
Pengangkutan dan Komunikasi 0,67 -11,71 
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,09 1,00 
Jasa-Jasa 1,14 1,01 





Tabel 3.7 Identifikasi SLQ dan DLQ Sektor Perekonomian Di 
Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah Tahun 
2004-2008 
Kriteria DLQ > 1 DLQ  < 1 
SLQ > 1 Unggulan : 
 Pertanian 
 Listrik, gas dan air 
bersih 
 Keuangan, persewaan 












SLQ < 1 Andalan : 
 Pertambangan dan 
penggalian  




Kurang Prospektif : 







Berdasarkan tabel 3.4 nilai rata-rata gabungan SLQ dan DLQ 
Kabupaten Sragen dijadikan kriteria dalam menentukan sektor 
ekonomi tersebut tergolong unggulan, prospektif, andalan, dan kurang 
prospektif, dapat diketahui pada gambar 2.3 identifikasi gabungan 
SLQ dan DLQ bahwa empat sektor perekonomian Kabupaten Sragen 
yaitu sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor 
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa 
merupakan sektor yang unggulan di Kabupaten Sragen. Untuk empat 
sektor lainnya yaitu: sektor pertambangan dan penggalian; sektor 
industri pengolahan; sektor bangunan/konstruksi; serta sektor 





satu sektor yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan 
sektor yang kurang prospektif di Kabupaten Sagen. 
4. Analisis SWOT 
Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strategi kebijakan 
sektoral apa sajakah yang dapat dirumuskan dilihat dari kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan sektor potensial yang ada. 
Analisis pengembangan sektor pertanian dipilih karena sektor pertanian 
merupakan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sragen sehingga 
diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada serta diharapkan 
memberi kontribusi besar pada PDRB dan membuat kesempatan kerja. 
Table 3.8 
Analisis SWOT Pengembangan Sektor Pertanian 
di Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah 
Analisis SWOT Kekuatan (S): 
 
1. Dukungan penuh dari 
kebijakan dan strategi 
daerah. 
2. Komoditi unggulan. 
3. Adanya sarana dan 
prasarana. 
4. Merupakan kebutuhan 
primer. 







1. Kesulitan dengan permodalan 
maupun penambahan modal. 
2. Rendahnya manajerial. 
3. Produktivitas sumber daya 
pertanian yang rendah. 
4. Rendahnya teknologi pertanian. 
Peluang (O): 
 
1. Tersedianya lahan & 
tenaga kerja banyak. 
Strategi S-O: 
 
1. Pelaku Usaha: 
a. Memanfaatkan sarana dan 
Strategi W-O: 
 
1. Pelaku Usaha: 





2. Adanya bantuan 
pemerintah. 
3. Adanya permintaan yang 
relatif masih tinggi. 
4. adanya  kelompok  tani & 
Koperasi  
prasarana untuk 
meningkatkan  hasil 
pertanian. 
b. Mengoptimalkan sumber 
dana dan bantuan 
pemerintah untuk 
kelangsungan usaha. 
c. Memenuhi permintaan 
pasar dan memperluas 
pasar. 
2. Pemerintah Daerah: 
a. Prioritas utama 
pembangunan ekonomi. 
b. Program bantuan serta 
pembinaan dan 
pendampingan pertanian. 
kelompok tani dan koperasi. 
b. Memanfaatkan kemajuan 
teknologi untuk meningkatkan  
hasil pertanian. 
c. Mengikuti pelatihan tentang 
pasar dan pemasaran. 
2. Pemerintah Daerah:  
a. Penguatan kelembagaan dan 
modal usaha pertanian. 
b. Pemberdayaan petani melalui 
penerapan teknologi pertanian 
c. Memaksimalkan batuan. 






Ancaman/ Tantangan (T): 
 
1. Persaingan yang yang 
tinggi terhadap komoditi 
pertanian. 
2. Menurunnya kualitas 
sarana dan prasarana. 
3. Belum maksimalnya 
bantuan pemerintah. 
4. Tidak menentunya 
hargajual produk 
pertanian. 
5. Serangan hama/penyakit 
ternak. 
6. Perubahan  iklim. 
Strategi S-T: 
 
1. Pelaku Usaha: 
a. Tingkatkan kualitas dan 
kuantitas pertanian 
menghadapi persaingan. 
b. Meningkatkan akses 
pasar. 
c. Mengoptimalkan sarana 
dan prasarana. 
d. Menanggulangi serangan 
hama/ penyakit ternak. 
2. Pemerintah Daerah: 
a. Tingkatkan perlindungan 
dan pemberian akses 
pasar. 
b. Mendorong peningkatan 





meningkatkan daya saing 
dan nilai tambah. 
c. Tingkatkan produktivitas 
dengan menciptakan iklim 




1.  Pelaku Usaha: 
a. Peningkatan kemampuan 
manajemen dan kompetensi 
kewirausahaan di kalangan 
pelaku usaha. 
b. Mengamati pasar dan selalu 
berinovasi. 
c. Peningkatan kemampuan 
tentang masa tanam atau 
merubah tanaman yang cocok 
pada iklim tersebut. 
2. Pemerintah Daerah: 
a. Peningkatan/pengamanan 
ketahanan pangan. 
b. Memberi solusi atau 
mengadakan penelitian untuk 
memberantas hama/penyakit 
ternak. 
c. Perbaikan dan penambahan 
fasilitas sarana prasarana. 
d. Membari info tentang 














KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam 
penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan 
disajikan kesimpulan dan saran penelitian sebagai berikut ini :  
A. Kesimpulan 
1. Sektor perekonomian Kabupaten Sragen berdasarkan analisis Static Location 
Quotient (SLQ) yang menjadi sektor basis selama tahun penelitian (2004-
2008) yaitu: sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor 
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. 
2. Sektor perekonomian Kabupaten Sragen berdasarkan analisis  Dynamic 
Location Quotient (DLQ) yang menjadi sektor berpotensi berkembang 
selama tahun penelitian (2004-2008) yaitu: sektor pertanian; sektor 
pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas 
dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; sektor perdagangan; sektor 
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. 
3. Sektor perekonomian Kabupaten Sragen berdasarkan gabungan analisis 
Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) yang 
menjadi sektor unggulan selama tahun penelitian (2004-2008) yaitu: sektor 
pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor keuangan, persewaan dan 





sektor andalan selama tahun penelitian (2004-2008) yaitu: sektor 
pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor 
bangunan/konstruksi; serta sektor perdagangan. Sedangkan Sektor 
perekonomian yang kurang propektif selama tahun penelitian (2004-2008) 
yaitu:  sektor pengangkutan dan komonikasi. 
4. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di 
lapangan, beberapa strategi yang dapat di terapkan berhubungan dengan 
pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sragen yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk Pelaku usaha 
 Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan  hasil 
pertanian. 
 Peningkatan kemampuan tentang masa tanam atau merubah 
tanaman yang cocok pada iklim tersebut. 
 Mengoptimalkan sumber dana dan bantuan pemerintah untuk 
kelangsungan usaha. 
 Memenuhi permintaan pasar dan memperluas pasar. 
 Memanfaatkan adanya kelompok tani dan koperasi untuk modal 
dan penambahan modal petani. 






 Peningkatan kemampuan manajemen dan pemasaran sebagai 
kompetensi kewirausahaan di kalangan pelaku usaha. 
 Tingkatkan kualitas dan kuantitas pertanian menghadapi 
persaingan. 
 Menanggulangi serangan hama/ penyakit ternak. 
b. Pemerintah daerah 
 Prioritas utama pembangunan ekonomi. 
 Pemberdayaan petani melalui penerapan teknologi pertanian. 
 Program bantuan serta pembinaan dan pendampingan pertanian. 
 Penguatan kelembagaan dan modal usaha pertanian. 
 Perbaikan fasilitas sarana prasarana pertanian di Kabupaten Sragen. 
 Tingkatkan perlindungan dan pemberian akses pasar. 
 Tingkatkan produktivitas dengan menciptakan iklim yang 
konduksif bagi para petani. 
 Memberi solusi atau mengadakan penelitian untuk memberantas 
hama/penyakit ternak.  
 Pemerintah berkerjasama dengan Badan meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) memberi info agar para petani 







B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kabupaten Sragen diharapkan menjaga kestabilan harga jual 
hasil pertanian yang cenderung menurun pada saat panen dan memberi akses 
pasar pada petani sehingga mudah menjual hasil petaniannya dan terhindar 
dari tengkulak. 
2. Untuk para petani supaya mampu meningkatkan produktivitas dan 
kemampuan manajemen & pemasaran sebagai kompetensi kewirausahaan di 
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